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Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di desa Tanjung 

Jaya) Penelitian ini dialksanakan bertujuan untuk mengetahui peran 

kepala desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses perancangan peraturan 

desa dengan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan, metode penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif bersifat deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel snawball 

sampling dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi 

terstruktur/bebas terpimpin dan dokumentasi.Hasil penelitian 

menunjukkan peran kepala desa dan BPD belum sesuai dengan undang-

undang yang berlaku dan dalam teknis perancangan peraturan desa 

belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 

2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. faktor penghambat 

dalam perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya yakni 

kurangnya komunikasi dan kordinasi kepala desa dan BPD dalam proses 

menampung aspirasi masyarakat, kurang pahamnnya anggota BPD akan 

tugas dan fungsinya dan masyarakat yang kurang paham akan perannya 

menyampaikan aspirasi melalui BPD serta kurang pengetahuannya 

masyarakat akan tugas dan fungsi BPD untuk menampung aspirasi 

masyarakat.kurang efektifnya peran kepala desa dan Badan 

permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya dalam menampung serta 

menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perancangan peraturan desa 

dan belum sesuainya perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya 

sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 

tentang pedoman teknik peraturan di desa. 
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Abstrack 

The role of the village head and the Village Consultative Body (BPD) in 

the formation of village regulations from the perspective of law number 

6 of 2014 concerning villages and law number 15 of 2019 concerning 

the formation of legislation (study in Tanjung Jaya village). knowing the 

role of the village head and the Tanjung Jaya BPD in the process of 

designing village regulations with the perspective of law number 6 of 

2014 concerning villages and law number 15 of 2019 concerning the 

formation of legislation, this research method uses descriptive 

qualitative methods and the type of research field research by using a 

snawball sampling technique and using a semi-structured/guided free 

interview data collection method and documentation.The results showed 

that the role of the village head and BPD was not in accordance with 

the applicable law and in the technical design of village regulations it 

was not in accordance with the regulation of the minister of home affairs 

number 111 of 2014 concerning technical guidelines for village 

regulations. The inhibiting factors in the design of village regulations in 

Tanjung Jaya village are the lack of communication and coordination of 

the village head and BPD in the process of accommodating community 

aspirations, lack of understanding of BPD members on their duties and 

functions and people who do not understand their role in conveying 

aspirations through the BPD and lack of community knowledge about 

tasks. and the function of the BPD to accommodate the aspirations of 

the community. The ineffective role of the village head and the Tanjung 

Jaya Village Consultative Body (BPD) in accommodating and 

conveying the aspirations of the community in the design of village 

regulations and the inconsistency in the design of village regulations in 

Tanjung Jaya village in accordance with the regulation of the minister 

of home affairs number 111 2014 concerning technical guidelines for 

village regulations 

 

This is an open access article under the CC BY-SA license  
 

 

Pendahuluan 

Desa atau sebutan  lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal – usul, dan hak tradisional yang di akui dan di 

hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasakan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
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pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.1 Berdasakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.2 

Peraturan Perundang-Undangan sudah diatur didalam  Undang-undang tersebut. 

Kepala desa adala h sebuta n  pemimpi n desa di Indonesia. Kepala desa merupaka n 

pimpina n tertinggi dari pemerinta h desa.3 Keberadaa n pemerintaha n desa sangat penting dala m 

suatu pemerintaha n negara, karena pemerintaha n desa merupaka n kompone n terpenting dari 

unsur terkeci l roda pemerintaha n negara.4 

Peratura n Menteri Dala m Negeri Republi k Indonesia Nomor 110 tahu n 2016 tentang 

Bada n Permusyawarata n Desa adala h atura n pelaksanaa n pasa l 79 Peratura n Pemerinta h Nomor 

43 tahu n 2014 tentang peratura n pelaksanaa n Undang-undang nomor 6 tahu n 2014 tentang Desa, 

sebagaimana tela h diuba h denga n peratura n Pemerinta h Republi k Indonesia Nomor 47 Tahu n 

2015 tentang perubaha n atas Peratura n Pemerinta h Nomor 43 Tahu n 2014 Tentang Peratura n 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 Tentang Desa, perlu menetapka n peratura n 

dala m Negeri tentang Bada n Pemusyawarata n Desa.5  

Berdasarka n Peratura n Menteri dala m Negeri  No 110 tahu n 2016 BAB III keangotaa n 

BPD, BAB IV kelembagaa n BPD, BAB V fungsi da n Tugas BPD , BAB VI Ha k, Kewajiba n da n 

Wewenang BPD d n BAB VII peratura n tata tertib BPD.6 Berdasarka n Peratura n Daera h 

Kabupate n Lampung Tenga h Nomor 9 Tahu n 2019 Tentang Perubaha n Atas peratura n Daera h  

                                                 
1 Undang – Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa 
2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
3 Lengkong E J. P Fandayani.K, Kaawoan, J., Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Suatu Studi 

Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur), Jurnal Eksekutif 1,(2017), hlm.14. 
4 https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17818, “Pemerintahan desa sangat penting dalam perjalanan suatu 

negara. Ini karena, di  pemerintahan desa merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda  pemerintahan, 

diakses 19 Juni 2022. 
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri 

tentang Badan Pemusyawaratan Desa.  
6 Ibid,  bab III.VI.V.VI.VII,  
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Nomor 10 Tahu n 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susuna n Organisasi Da n Tata Kerja 

Pemerintaha n Kampung. 7 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk 

menganalisis peran kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Jaya dalam pembentukan peraturan 

desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengambilan 

sampel snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan 

dokumentasi. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian peran kepala desa dan BPD 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 111 Tahun 2014. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas hasil penelitian, 

yang menunjukkan bahwa peran kepala desa dan BPD belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. 

A. Pembahasan 

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang 

Kepala Desa sebuta n unru k  pemimpi n tertinggi pemerintaha n di Desa, kepala Desa dipili h 

secara demokratis ole h masyarakat Desa, da n Kepala Desa memiliki  tugas da n wewenang  yaitu: 

Kepala desa sebuta n untu k pemimpi n tertinggi dipemerintaha n Desa sala h satu tugas  

kepala desa adala h membuat da n menetapka n Peratura n Desa yang dibahas da n disepakati 

bersama  anggota Bada n Permusyawarata n Desa da n lebi h ditegaska n lagi fungsi kepala Desa ada 

didala m  Undang–undang  nomor  6 tahu n  2014  Tentang Desa pasa l 26  tentang kepala desa, 

ayat 1 “kepala  desa bertugas menyelenggaraka n pemerintaha n desa, melaksanaka n pembanguna n 

desa, pembinaa n kemasyarakata n desa, da n pemberdayaa n masyarakat desa”.8 

Kepala desa memiliki wewenang menetapka n Peratura n Desa dimana Peratura n Desa di 

Aspirasika n ole h masyarakat lewat keterwakila n suara masyarakat kepada anggota Bada n 

Permusyawarata n Desa (BPD). Wewenang Kepala Desa di tetapka n dala m Undang-Undang 

Nomor 6 Tahu n 2014 Tentang Desa Pasa l 26 Ayat (2) tentang kepala desa “Dala m melaksanaka n 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang: 

                                                 
7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah  

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.  
8 Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
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a. Memimpi n penyelenggaraa n Pemerintaha n Desa; 

b. Mengangkat da n memberhentika n perangkat Desa;  

c. Memegang kekuasaa n pengelolaa n keunga n da n aset Desa; 

d. Menetapka n peratura n Desa; 

e. Menetapka n Anggara n Pendapata n Da n Belanja Desa; 

f. Membina kehidupa n masyarakat Desa; 

g. Membina ketentrama n da n ketertiba n masyarakat Desa; 

h. Membina da n meningkatka n perekonomia n Desa serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomia n skala produktif untu k sebesar-besarnya kemakmura n masyarakat 

Desa; 

i. Mengembangka n sumber pendapata n Desa; 

j. Mengusuka n da n menerima pelimpaha n sebagia n kekayaa n negara guna meningkatka n 

kesejahteraa n masyarakat Desa; 

k. Mengembangka n kehidupa n sosia l budaya masyarakat Desa; 

l. Memanfaatka n teknologi tepat guna;  

m. Mengondisika n pembanguna n Desa secara partisipatif; 

n. Mewakili Desa di dala m da n di luar pengadila n atau menunju k kuasa huku m untu k 

mewakilinya sesuai denga n ketentua n peratura n perundang-undangan; Melaksanaka n 

wewenang lai n yang sesuai denga n ketentua n peratura n perundang-undanga n.9 

 

2. Peran, Tugas,Fungsi dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Bada n Permusyawarata n Desa (BPD) atau yang disebut denga n nama lai n adala h lembaga 

yang melakuka n fungsi pemerintaha n yang anggotanya merupaka n waki l dari pendudu k desa 

berdasarka n keterwakila n wilaya h da n ditetapka n secara demokratis untu k mengatur kepentinga n 

masyarakat. Denga n demikian, pengisia n anggota BPD dapat diproses melalui pemiliha n secara 

langsung da n atau melalui musyawa h perwakila n.Ha l ini disesuaika n denga n kebutuha n da n 

kesepakata n masyarakat di desa masingg-masing.  

Bada n Permusyawarata n Besa (BPD) di atur dala m Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 

20114 tentang Desa jo Peratura n Pemerinta h Republi k Indonesia Nomor 47 Tahu n 2015 Tentang 

                                                 
9 Ibid, Pasal 26. 
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Perubaha n Atas Peratura n Pemerinta h Nomor 43 Tahu n 2014 Tentang Peratura n Pelaksanaa n 

Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 Tentang Desa Pasa l 79 berbunyi “ ketentua n lebi h lanjut 

mengenai tugas, fungsi, kewenangan, ha k da n kewajiban, pengisia n keanggotaan, pemberhentia n 

anggota, serta peratura n tata tertib Bada n Permusywarata n Desa di atur dala m peratura n menteri 

yang menyelenggaraka n urusa n pemerintaha n di bidang pemerintaha n dala m negeri.10 jo 

Peratura n Menteri Dala m negeri Republi k Indonesia Nomor 110 tahu n 2016 tentang Bada n 

Permusyawarata n Desa adala h atura n pelaksanaa n pasa l 79 Peratura n Pemerinta h Nomor 43 

tahu n 2014 tentang peratura n pelaksanaa n Undang-undang nomor 6 tahu n 2014 tentang Desa, 

sebagaimana tela h diuba h denga n peratura n Pemerinta h Republi k Indonesia Nomor 47 Tahu n 

2015 tentang perubaha n atas Peratura n Pemerinta h Nomor 43 Tahu n 2014 Tentang Peratura n 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 Tentang Desa, perlu menetapka n peratura n 

dala m Negeri tentang Bada n Pemusyawarata n Desa.11 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Pera n Bada n Permusyawarata n Desa (BPD) adala h lembaga yang berpera n dala m 

mewadahi aspirasi masyarakat da n bertanggung jawab terhada p penyelenggaraa n musyawara h 

desa. Tanggung jawab itu mencaku p taha p persiapan, pelaksanaa n da n pasca musyawara h desa 

(musdes): 

a. Taha p persiapan, BPD bertanggung jawab memastika n kelompok-kelompo k 

masyarakat melakuka n pemetaa n kebutuha n masyarakat secara partisipatif. Hasi l 

pemetaa n kebutuha n inila h yang aka n menjadi baha n dala m menetapka n prioritas 

belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakuka n penilaia n terhada p hasi l 

pembanguna n yang dijadika n baha n pembahasa n musyawara h desa. 

b. Taha p pelaksanaan, BPD memimpi n penyelenggaraa n musyawara h desa. 

                                                 
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 

79.  
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri 

tentang Badan Pemusyawaratan Desa.  
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Taha p setela h Musdes, BPD memastika n prioritas belanja yang ditetapka n Musdes da n 

rekomendasi berdasarka n kegiata n tahu n sebelumnya dilaksanaka n ole h pemerinta h desa.12  

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Anggota BPD memili k tugas, tugas Anggota BPD diatur dala m Peratura n Menteri dala m 

Negeri Nomor 110 Tahu n 2016 Tentang Bada n Permusyawarata n Desa Pasa l 32 BPD  

mempunyai tugas:  

a. Menggali aspirasi masyarakat; 

b. Menampung aspirasi masyarakat; 

c. Mengelola aspirasi masyarakat;  

d. Menyalurka n aspirasi masyarakat;  

e. Menyelenggaraka n musyawara h BPD; 

f. Menyelenggaraka n musyawara h Desa; 

g. Membentu k panitia pemiliha n Kepala Desa; 

h. Menyelenggaraka n musyawara h Desa khusus untu k pemiliha n Kepala Desa antar waktu; 

i. Membahas da n menyepakati rancanga n Peratura n Desa bersama Kepala Desa; 

j. Melaksanaka n pengawasa n terhada p kinerja Kepala Desa;  

k. Melakuka n evaluasi lapora n keteranga n penyelenggaraa n Pemerintaha n Desa; 

l. Menciptaka n hubunga n kerja yang harmonis denga n Pemerinta h Desa da n lembaga Desa 

lainnya; dan 

m. Melaksanaka n tugas lai n yang diatur dala m ketentua n peratura n perundang-undanga n. 13 

 

 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Bada n Permusyawarata n Desa (BPD) sangat diharapka n ole h masyarakat desa, karena 

denga n adanya lembaga tersebut semua aspirasi da n kehenda k masyarakat aka n tersalurka n. Ole h 

sebab itu, setia p individu yang terpili h menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-

                                                 
12 Ahmad Erani Yustika, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, 

2015), hlm. 31–32. 
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri 

tentang Badan Pemusyawaratan Desa.  
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masing daera h yang memilihnya.Untu k dapat menjalanka n fungsi sebagai anggota BPD denga n 

sebaik-baiknya berdasarka n ketentua n perundang-undanga n da n peratura n yang berlaku. Fungsi 

BPD diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahu n 2014 tentang Desa jo Peratura n Menteri Dala m 

negeri Republi k Indonesia Nomor 110 tahu n 2016 tentang Bada n Permusyawarata n Desa. 

Berdasarka n Undang Nomor 6 tahu n 2014 tentang Desa  pasa l 55 Bada n Permusyawarata n Desa 

mempunyai fungsi: 

a. Membahas da n menyepakati rancanga n peratura n desa bersama kepala desa; 

b. Menampung da n menyalurka n aspirasi masyarakat desa; 

c. Melakuka n pengawasa n kinerja Kepala Desa.14 

Berdasarka n Peratura n Menteri Dala m negeri Republi k Indonesia Nomor 110 tahu n 2016 

tentang Bada n Permusyawarata n Desa Pasa l 31 BPD mempunyai fungsi: 

a Membahas da n menyepakati Rancanga n peratura n Desa bersamaa n Kepala Desa;  

b Menampung da n menyalurka n aspirasi masyarakat Desa;  

c Melakuka n pengawasa n kinerja Kepala Desa. 15 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 Keanggotaa n Bada n Permusyawaata n Desa (BPD) lebi h dijelaska n dala m atura n  

Permendagri  No 110 tahu n 2016 BAB III Keanggotaa n Bada n Permusyawaata n Desa  paragraf 

1 Anggota BPD pasa l 5.  Ayat (1) berbunyi “Anggota BPD merupaka n waki l dari pendudu k Desa 

berdasarka n ketewakila n wilaya h da n ketewakila n perempua n yang pengisiannya dilakuka n 

secara demokratis melalui proses pemiliha n secara langsung atau musyawara h perwakilan”.  Ayat 

(2) berbunyi ”jumla h anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapka n denga n 

jumla h gasa l, paling sedikit 5 (lima) orang da n paling banya k 9 (sembilan) orang”. Ayat (3) 

berbunyi “ penetapa n jumla h anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupaka n 

jumla h pendudu k da n kemampua n keuanga n Desa”. Ayat (4) berbunyi “wilaya h sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupaka n wilaya h dala m Desa seperti wilaya h dusu n. RT atau RW. 

Selanjutnya Laranga n anggota BPD  Pasa l 26 Anggota BPD dilarang: 

a. Merugika n kepentinga n umu m, meresahka n sekelompo k masyarakat Desa, da n 

mendiskriminasika n warga atau golonga n masyarakat Desa; 

                                                 
14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa   
15 Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa  
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b. Melakuka n korupsi, kolusi da n nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari 

piha k lai n yang dapat memengaruhi keputusa n atau tindaka n yang aka n dilakukannya; 

c. Menyalahgunaka n wewenang;  

d. Melanggar sumpah/janji jabatan; 

e. Merangka p jabata n sebagai kepala Desa da n perangkat Desa; 

f. Merangka p sebagai anggota Dewa n Perwakila n Rakyat Republi k Indonesia, Dewa n 

Perwakila n Rakyat Provinsi, Dewa n Perwakila n Rakyat Daera h Kabupaten/Kota, da n 

jabata n lai n yang ditentuka n dala m peratura n Perundang-undangan; 

g. Sebagai pelaksana proye k Desa; 

h. Menjadi pengurus Partai Politik, Menjadi anggota da n pengurus organisasi terlarang.16 

 

 Peraturan Daerah  Lampung Tengah  

Sesuai denga n ketentua n Undang-Undang  Nomor 15 Tahu n 2019 tentang Pembentuka n 

Peratura n Perundang-undanga n Pasa l 1 ayat 817 yang dimaksud denga n Peratura n Daera h (Perda) 

adala h “peratura n  daera h Kabupaten/kota adala h  Peratura n yang dibentu k ole h Dewa n 

Perwakila n Rakyat Daera h Kabupaten/kota denga n persetujua n bersama Bupati/Wali Kota”. 

denga n kata lai n peratura n daera h adala h sebua h produ k yang dibuat ole h 2 bada n politi k, yaitu 

Kepala Daera h da n Dewa n Perwakila n Rakyat Daera h buka n Bada n Peradilan”.18 

Definisi lai n tentang Peratura n Daera h (Perda) berdasarka n ketentua n Undang-Undang 

tentang Pemerintaha n Daera h adala h peratura n perundang-undanga n yang dibentu k bersama ole h 

Dewa n Perwakila n Rakyat Daera h denga n Kepala Daera h bai k di Provinsi maupu n di Kabupate n 

atau Kota. peratura n daera h dibentu k dala m rangka penyelenggaraa n otonomi daera h 

Provinsi/Kabupaten/Kota da n tugas pembantua n serta merupaka n penjabara n lebi h lanjut dari 

peratura n perundang-undanga n yang lebi h tinggi denga n memperhatika n cir khas masing-masing 

daera h. 

                                                 
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri 

tentang Badan Pemusyawaratan Desa.  
17 Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
18 Abdul Latif, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 111. 
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Untu k melaksanaka n peratura n daera h da n atas kuasa peratura n perundang-undangan, kepala 

daera h menetapka n peratura n kepala daera h da n atau keputusa n kepala daera h.Peratura n kepala 

daera h da n atau keputusa n kepala daera h tida k bole h bertentanga n denga n kepentinga n umu m, 

peratura n daera h da n peratura n perundang-undanga n yang lebi h tinggi. Peratura n daera h di 

undangka n dala m lembara n daera h da n peratura n kepala daera h diundangka n dala m berita 

daera h.Pengundanga n peratura n daera h dala m lembara n daera h da n peratura n kepala daera h 

dala m berita daera h dilakuka n ole h sekretaris daera h.Untu k membantu kepala daera h dala m 

menegakka n pertura n daera h da n penyelenggaraa n ketertiba n umu m da n ketentrama n 

masyarakat dibentu k satua n Polisi Pamong Praja. 

Kabupate n lampung Tenga h memiliki atura n untu k mengatur pemerintahannya sendiri yang 

tida k menentang atura n diatasnya sala h satunya Peratura n Daera h Kabupate n Lampung Tenga h  

Nomor 9 Tahu n 2019, Tentang Perubaha n Atas peratura n Daera h Nomor 10 Tahu n 2016 Tentang 

Perangkat Kampung, Susuna n Organisasi Da n Tata Kerja Pemerintaha n Kampung,  Bada n 

Permusyawarata n Desa Pasa l 9 berbunyi “Bada n Permusyawarata n Kampung yang selanjutnya 

disingkat denga n BP K adala h lembaga yang melaksanaka n fungsi pemerintaha n yang anggotanya 

merupaka n waki l dari pendudu k kampung berdasarka n keterwakila n wilaya h da n ditetapka n 

secara demokratis”.19 

Upaya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan 

aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa 

Peratura n desa merupaka n peratura n yang dibentu k secara kelembagaa n atau secara struktur 

kenegaraa n yaitu kepala desa da n Bada n Permusyawarata n Desa (BPD). Namu n demikia n 

peratura n desa teta p secara substansi isinya harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat 

sebagaimana dala m peratura n menteri dala m negeri nomor 111 tahu n 2014 tentang pedoma n 

teknis peratura n di desa.20 Terkait denga n ha l tersebut peneliti mencari tahu bagaimana pera n 

kepala desa Tanjung Jaya da n Bada n Permusyawarata n Desa (BPD) dala m merumuska n aspirasi 

masyarakat dala m proses pembentuka n peratura n desa. 

                                                 
19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung  
20 Ketentuan pasal  6 dan 13  peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan 

di desa  
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Kendala yang dihadapi dala m proses perencanaa n pembentuka n peratura n desa, tetapi tida k 

banya k menurut bapa k kepala desa yaitu tida k semua masyarakat memiliki Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bertaraf menenga h keatas, aka n tetapi masi h banya k SD M yang bertaraf  menenga h 

kebawa h dari segi ekonomi maupu n segi pendidikannya yang berakibat pada kurang pemahama n 

masyarakat terhada p pera n da n fungsi kepala desa da n Bada n Permusyawarata n Desa (BPD).21 

 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarka n uraian-uraia n yang tela h peneliti paparka n pada bab sebelumnya, maka dala m 

bab ini peneliti dapat mengambi l kesimpula n bahwa pera n kepala desa da n Bada n 

Permusywarata n Desa (BPD) dala m pembentuka n peratura n desa di desa Tanjung Jaya belu m 

sepenuhnya dilaksanaka n sesuai denga n peratura n yang berlaku, dimana peratura n tersebut ada 

di pedoma n teknis pembentuka n peratura n di desa diatur dala m peratura n menteri dala m negeri 

nomor 111 Tahu n 2014 tentang pedoma n teknis peratura n di desa dikarenaka n beberapa faktor 

kendala yang dihadapi bai k permasalaha n interna l antara kepala desa da n anggota Bada n 

Permusyawarata n Desa (BPD) mengenai komunikasi, belu m pahamnya anggota Bada n 

Permusyawarata n Desa (BPD) aka n fungsi da n perannya, serta masyarakat yang kurang adanya 

pengetahua n mendasar mengenai keberadaa n da n fungsi dari Bada n Permusyawarata n Desa 

(BPD) sehingga menjadi kendala untu k menyampaika n aspirasi atau andi l masyarakat dala m 

pembentuka n peratura n desa, da n juga Kurangnya sosialisasi pera n Bada n Permusyawarata n 

Desa (BPD) kepada masyarakat menjadi permasalaha n yang sangat penting da n harus di 

selesaika n. 
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